
l .AI 'ORAN A K I I N T A B I U I A S 
K I M i R J A fNSTANSI P E M E R I N I A I I 

K A N T O R P O L I S I P A M O N G P R . U A 

K A B U P A T E N L A M O N G A N 
T A H U N 2002 



KATA PENGANTAR 

17 

Puji syukiir Kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan 

Rahmao dan hMtavan-'*^yj^ sehmnga peny-jt^unan I aporyn Akuntabilitas 

Kinerja Instariw PeinerinUh (LAKIP) Tahun Anggaran 2002 unit kerja 

Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten i amongan dapat riiselesaikan. 

Laporaii akuniauiljlas kinerja ttisLani^i pemerintah tanun 2002 in! 

disusun sebagi wujud pertanggungjawaban pRlaksanaan kegiatan 

dalam langKa <HBn*alankan tugas dan fungsi Kantor Holisi Panmnq 

Praja Kabupaten Lamongan yang sekafigus merupakan rangkaian 

pelaksanaan evaluasi keberhasilan dan ^'Fnagalan i>*laksanaan 

kogi^dian dalam luengornbaii visi, misi d^n tujuan u ganisasr 

Kepada BapaK Bupati Lamongan. Kami menyampaikan terima 

kasih yang setiriggi-tingginya atas kepercayaan yang teiah dibenkan 

kcpada kami untuk menjalankan tugas dan fungsi Kantor Polisi 

Pamong Mmia Kiibupaten Lamongan 

Kwpada semua staf Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Lamongan, saya menyampaikan penghargaan atas kerja keras yang 

telah dilakukan dalam rangka mensukseskan kagiatan-kegiatan yang 

menjarti agenda Kantor Polisi Pamong Praia, dalam rangka mencapai 

viSL. misi dan tujuan yang telah drtetapkan. 

Ofssdan sepenuhnya bshwa penyusunan LAKfP 2002 ini masih 

jauh dan sempurna, sebingga masih djperlukan keleiitian dan 

kecermalaii yang febih mendaiam dafam m ^ k a j i nilai-nilaj yang 

berkemhang dalom organisosi seda aspek-aspek yang b*lum tercakup 

didalam iJ=.KIP 2UU2 in*. 



Akhimya dengan memohon petunjuk dan oimbingan dari Allah 

S ĵVT semogg Ksn'or Pohsi Pamcng Praja Kahnpaten Lamongan 

nidiiipu meldkBdUdkan tLjgdt> pengatxlian dengan sebaik-baiknya 
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BAB I 
P E N D A H U L U A N 

Ponyusuiian Laporan Ki rwja Kantor Pclisi Pamong Praja 

Kabupaten Lamongan bertujuan untuk akhir pembangunan nasional 

yang hendak dicapai oteh bangsa Indonesia adalah tcrwujudnya 

masyarakat Indonesia yang adii dan makmur Aparatur Pemenntah 

yang merupakan Uilang punggung keberhasiian pelak&anaan 

pemenntah dan pembangunan mempunyai peranan yang sangat 

strategb. oleh karena ittj kemampuan aparatur pemerintah hartjs 

ditingkatkan secara terus menerus bafk kualrtas maupun kuantitasnya, 

Kewajiban kepab Daerah menegakkan seiuruh Peraturan 

Perundang-undangan (termasuk peraturan Dacrah) dan merr<cl:har3 

keteraraman oan keted*ban masyaraka! merupakan lugas yang cuKup 

luas dan memiliki dan^pak nasionaf, sehingga menibutulikan Polisi 

Pamong Praj? yang memiliki dampak nasional. kemampuan dan 

keterampiian seoagai aparat keteniban yang tiandal dan profesionai. 

Untuk itu diperlukfin orgsnisasi (lembagai yang mantap dalam 

nkSlaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehaigga Pollsi Pamong 

Praja dapat menjalankan visi dan misinya secara efekbf dan e'esien 

fPerda Nnmor L'" Tahun 2002, tentang (upas pokok dan t^ngsi Kantor 

Polisi Pamor^g PrajaV 

Laporan AkuntabHitas Kinerj? Inotensi Pemenntah 'LAKIP) 

Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten uiimcngan im merupakan 

uraian pertanggungjawaban pebksanaan tngac ' ^ ' i - ^-o.;-; dalam 

rangka penoapaiwri visi dan mitii seria penjabaramiya, yang niHiicakup 



aspek keuangan aspek sumberdaya manusia. aspeK sarana dan 

prasarana, metode kerja, pengendalian managemen dan kebijaksanaan 

lain yeiig mtsndukufig pelaksanaan tuyas utarna Kantor Polisi Pamong 

Praja Kabupaten Lamongan, sekaligus merupakan eyaluasi terhadap 

ketce^'hasflan maupun Kegagalan dalain pencapaian sasaran program 

dan kegiaun yang telah direncanakan. Dengan demikisn akan dapat 

dlketahui dan ditelaah serta dicarikan soiusi terhadap permasalahan-

pernitf&alanari y^ng dihadapi selama pelaksanaan kegiafan pada tahun 

2002, sehingga dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatar) tahun-

tahun benkutnya napat driaksanakan dengan lebih terencana dan 

terarah. 

Untuk lebih jelasnya dafam uraran gambaran singkat int kami 

lampirkan 

- Perda Nomor 27 Tahun 2000, tentang organisasi dan tata kerja 

Kantor PolfSi Pamong Praja Kabupaten Lamongan. 

- SK Bupatr Nomor 21 Tahun 2001, tenlang kedudukan, Eugas dan 

fungsi Kantor Pol PP Kabupaten Lamongan. 

- SK Bupati Nomor 02 Tahun 2002 tentang urajan jabatan, uiaian 

tugas dan syarat jabatan struktural dan non struktural 



BAB II 
PERENCANAAN STRATEGIK 

A, VtSI DAN MISI 

1 V i s i 

lerdepan dafam menciplakan dan memehhara ketenlraman dan 

kotertibsn umum sei1a penegakan Peraturan Daerah dan 
Peraturan peiaksanaanya 

Fenjeiassn Visi: 

Memaksimalkan tugas pokok dan fungsi nemenntan dibidang 

ketentraman dan ketertiban sehingga tercapai penegakan 

peraturan Daerah dan Keputusan Kepab Daerah melalui 

pendekatan sosial (social approach} yang nielibatkan pattisipasi 

ri.asyarakaf yang febih intens. 

2 M i s i 

a. Memelihara ketentraman dan ketei iban umum serta 

penegakan Peraturan Daeran dan Peraturan 

pefaksanaannya. 

b. Tercapainya sasaran yang rasional dan tugas dan fungsi 

yang di jabnkan dwigan luinbuhnyo kc^sadaian ma&yarakat 

untuk jkut berpamsipasi dabm pemoangunan Doerah. 

o. Menberdayakan Poksi Pamong Praja dan PPNS menuju 

profesmna^sme pengabdian dalam pelaksanaan tugas 



d. Memberaayakan masyarakat menuju tefwujudnya 

ketentraman dan ketertiban umum, 

o Menjal^ kwjusama dengan upamt penegak hukuni dan 

Instansi terkait serta koordiriasi dan kemitraan dengan 

polisi Pamcng Praja di Ksbupaten/kota da'am memehhara 

Perda dan Peracuran pelaks^naannya fKt?putut»an Kepala 

Penjelesan Mi$i: 

Untuk rriemijudkan misi Kantor Polis; Pamong Praja, dilakukan 

upaya-upaya yang pada prinsipnya berLujuan untuk 

memant^pkan masyarakat dalam memelihara ketentraman dan 

ketemoan umum dilingkungannya 

TUJUAN DAN SASARAN 

1. Tujuan 

a. Terwujudnya ketentraman masyarakat tertib hukum dan 

terlib sosial . 

b. Tnrv;ujudnya penegakan peraturan daerah dan peraturan 

Fielaksdnaannya 

c. Terwujudnys Polisi Pamcny Poraja yang profesional dalam 

peleksanaan tugas ' 

d. TtJiv-ojjudnya ke&adaran masyarakat untuk meniolihara 

ketontreman dan ketertiban umum di tmgkungannya; 

e Terwujudnya kemandirian masyarakat untuk memefihara 

ketentraman dan ketertiban umum di lingkungannya; 



f. Tewuj iKlnya koordinasi yang mantap antara Kantor Polisi 

Pamong Praja dengan aparat penegak hukum lainnya rtalam 

memehnara ketentraman dan ketertiban umum serla 

penegakan Perda dan peraturan pelaksaraanya, 

g TerwujLJdnva kcrordinasi yang mantap antara Kantor Polrei 

Pamong Praja dengan Dinas/lnstansi lainnya dalam 

memelhara Tramtib Umum serta penegakan Perda dan 

peratuian pelaKsanaanya (Keputusdn Keoata Deerah^i 

2. Sasaran 

Meningkatkan keeiapsiagaan masyarakat teihadap ganqguan 

ketentraman dan ketertiban umum; 

b Meningkatkarr kemampuan aparat aalam mdngantisipasi dan 

mendekleksT secara dini berbagai gejolak scs>al dan polttik 

yany dapal mmgganggu ketenlraman dan ketertiban umum: 

c. Berkurangnya pelanggaran Perda dan peratufan 

pelaksanaanya fKeputusan Kepala Daerah); 

d. Tarpenuninya jumlah Pol PP sesua* dengan Kebutunan 

obyektif; 

e Terpenuhkiya jumtah PPNS sesu»i dengan kwalir*kasi yang 

dibutuhkan; 

t Menurunya pnlaku negatrf masyarakat yang dapat merusak 

kuhosi sosial, 

g Menirtgkatnya KeterTibatan masyarakat dt dafam penanganan 

dan periQendalian aksj unjuk rasa, kerusuan dtl, yang 

mengganggu masalah kctentrar-ti. I . - ...... ., 



h Tersabarnya lembaga-lambaga swadaya rrirH- '.*rnkat untuk 

mcmfilihaia ketentraman dan ketertiban, 

I Meningkalnya koordinasi pereficanuan dan pelaksanaan 

dengan aparat penegak hukum lainnya dalam memelihara 

Tramtfb umum serta penegakan Perda dan peraturan 

pelaksanaanya, 

j Meningkatrya knordfnasi perencanaan dan pelaksanaan 

dengan Pol PP dt KaDupaten/kola dalam pmeliharaan 

ketentraman dan ketertiban umum sei-ta penegakan Perda 

dan peratuian peiaksanaanya; 

k. Tersusunnya pedonian dan jikekartisme kerjasama dengan 

Dinas/lnstansi rain dalam pemekharaan Tramtb umum dan 

penegakan Perda dan peraturan petakikanaanya; 

I Berkurangnya benturan antar Drnas/lnstansi dalam 

ifnpten>enr-''^i i '^^'dd dan peraluran pelaksanaannya 

C. CARA PENCAPAIAN TUJUAN DAN SASARAN 

Daiam menjalankan strategiK kebijakan organrsabi agar 

berhasil drperlukan seperangkat anaksts yang menjabarkan tcntnnc 

kunoisi internal n laupun ehsternal oigantsn -. --rhingga dapat 

dlketahui kekuatan dan potenai serta kelemahan dan kendata yang 

drhadapi Benkut mi danat amnci masing-masT-Kj ko^npone" dengan 

seUap bidartguya ^esuai denyan Keputusan Bupati Lamongan 

Nomor J1 Tahun 2001, tentang kedudukan tugas dan tungsi Kantor 

Pol PP Kabupaten Lamongan. 
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Kekuatan (strwth} 

a. Bidang TatJ Usaha 

MelaKukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan 

koordrnaai. pembinaan. pengendalian dan pemberian bimbingan 

penyusunan program, kepegawaian. perlengkapan, keuangan 

dan umum. 

b Bidang Pambinatin Umum dan Kasemapre&n 

Metakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 

npemsion?' koordinasi pembina^tn pengenrtaifan dan pemrwian 

bimbingan pengernbangan kapasitas person it, pongawalan 

pejabat negara dan kesemaplaan 

c Bidang Oparaa dan Pengamanan 

MetakuKar penyiapan bahan perumirsan kebijaksanaen tenis 

operasional, koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberiati 

bimbingan penertiban dan pengamanan masyarakat serla 

penegakan peratuisn Daerah dan Kepuiusan Kepaia Daerah. 

d Btdang Pi^nyidikan dan Penindakan 

Meiakukan penyiapan bahan perumusan kebijaksanaan teknis 

nperasional, kootdrnasi, pembtnaan. pengendai!3n dan pemborran 

bimbingan penyidikan dan pei undakan 



Dukungan peisonii Poiisi Pamong Praja yaitu : 

Polisi Pamong Praja Kabupaten dan Satgaspam " 54 personi! 

PcH*s* Hamony Praja Kecamalan = 64 personri 

Jumlah = 1 3 8 personti 

Dukungan Penyidik ^i Negeri Sipi! (PPNSj. sebagai 

perangkat justisial, dengan jumlah 20 uersurjl. 

Kolcmahan (Weakness) 

• !• " ii mempunyat sarana mobilttas untuk pengangkutan barang-

bararg sraan dan operasi-operasi "ainnya dalam bentuk 

kmdsraan tiuck/pick Up dan peralatan p^rsornl Polist Pamong 

Praja /pisTof gas a:r mata, alat Komunikasi) yang cukup memadai 

oalam pelansanaan tugas-tugas operas*. 

• Beftjm adanya pendrdikan dasar lanjutan bagi Polfsi Pamong 

Praja. sehingga fmgkat profesionatisme masih kurang 

• Kurangnya aparat Penvidik Pegawat Negofi Sioil (PPNSi yang 

merupakan alat penyidik justisia! d; Pemerintah Daerah dan 

kfibsnyakan dan niereka sudah mutasi ai Bagian/Knntor/Dinas 

lain s. i;kel3hui bahwa Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Lamongan hanya memiliki 2 (duaj personi! PPNS sehingga 

I " i .k masa rnandatang periu penambahan 

PHuang (oppoi tttnities) 

Mtjnurul datd peiusaiiaan yang ada di v%dayah Kabupaten 

Lamongan yang ada dalam leading sector Kantor Polisi Pamong 
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Praia Kabupaten Lamongan Tahun 2001 ' '"02 antara fain: 

Penggilingait padi: 

ada ijinya = 8 / 9 perusahaan 

Tidak aua ijinya . = 19 perusahaan 

Penggetgajtan kayu ; 

ada ijinya = 71 perusahaan 

Tioak ada ijinya = 14 perusahaan 

Pei usahaan lain: 

ada ijinya = 113 perusahaan 

Tidak ada Ijinya = "H^ruflahaan 

Jumfah = 1136 perusahaan 

Ketetanymi petuitaliaai, tcrdlfi dari 

1 Penggilirqan dolomiet 

2. Service motor 

3. Balai pengobatan 

4 Oven tenbakau 

5 Sarang burung walet 

6. Rumah makan, restoran, Hotel 

7. Rumah potong hewan 

6. SPBU 

0. Usaha keramaran dlL 

Dengan adoriya tepx ' -yarakat dalam mcmbina 

ketertiban dan ketentraman yar^g didukung oleh aparat Potior 
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Pamong Praja yang selalu inembenkan peiiibinaan. ini 

merupakan peluang (opportunittes) Kantcr Polisi Pamong Praja 

dafani menjalankan fupoksinya 

Tantangan (treats) 

Semakin meniogkatnya disenmka&i ueana paaa masyarakat 

menciptakan beborapa unsur pengusaha semakin terdesak 

keberaddsnya, sebayai cxjntoh kasus liuller keltling ditinjau 

keberadaanya memang memudahkan masyarakat untuk 

penggiiingan padi. tetapi disisi lain pengussha hiiHer merasa 

tersalngi, padahal huller keliling tidak menienuht syarat dalam 

memperoleh ijrn HO (sebagai saiah satu syarat adalah nullsr 

harus memiliki jarsk terlentu dengan lingkungan pemukiman 

penduduk, syarat-syarat keselamatan kerja dan Iain-Iain), CIch 

karena itu i^ehtfcadean huiler keiiling haaF* ditanganj secf*ra dmi, 

eehifiy^a nantinya tidak mempeisulit Pemeiintah Daerah 

dikemudian han. karena keberadaan htiHer keliling dilarang. 

Keg lata n 

Ijalam rangka upaya memasyarakatkan Peraturan Daerah. perfu 

diiakukan penyuluhan kepada masyaiakat pengusaha, sehingga 

mampu nienlngkatkan kesadaran penqusaha dalam memenuhi 

beruaga: Keiwajibari. Cengau pcnyijiuhan riicisyarakat pengusaha, 

tentang peraturan Daerah (Perda), maka masyaraJcat akon 

memahami dan rnsntaaii aturan-aturan yang adu datam Perda 

tersebut, khususnya macafah-rriasafali p,:.; d, . .: V dan 1MB 



BAB Uk 

AKUNTABILITAS KINERJA 

A, INDIKATOR KINERJA 

Dalam rangka upaya untuk meningkaCkan kinerja Kantor 

Po!!si Panrrong Praja telah dilakukan beberapa lerobosan yakni: 

1 Penalaan pefscntl Polisi Pamong Pi aja 

2 Pendidikan dan latihan Pohsi Pamong Praja 

3 Melaksanakan penyuluhan dan pembinaan pada masyarakat 

tentang Perda-perda yang ada 

4. bvaiudsi porensi penjiodn untuk memperoleh hesil yang rasional 

B. CAPAIAN DAN ANALISIS KINERJA 

1, Capamn Kinerja 

• Meningkatnya PAD dari seklor Pajak dan Retribusi daerah. 

karena adanya evaluasr seluruh perusahaan. 

• Terpenuhinya laiget PAD dari sektor pajak dan Retribusi 

...h karena para pengusaha mubi memahami akan 

kewajibannya. 

» Terpel. situasi masyarakai yang ifcrtib. tenlfam dan 

selalu mentaati segala bentuk peraturan dan perundang-

uno^'i^.^';. , yany berlaku. 

2. Evafuasi Kinerja 

• Munoulnya ^sikap kekurangpedulian - '?frM masyarakat terhadap 

Peraturan DdSrah dan Keputusan Kwpafa Daerdh yang 
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rnengatur keamansn, ketertiban dan keindahan lingkungan, 

serta Peraturan daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang 

n>tjn9eitur -cntang f^ajak dan Retribusi Daeiah 

• Ketldakseirnbangan antara volume tugas dengan jumlah personil 

dan aktittas menangsni keamanan yang ada; 

• MenyuiHs. Fsngarus negatif dan saiah rnengartikan reformasi; 

• Tefbatasnya sarana dan prasarana yang disediakan meliputi 

mobilitas seoagai ^ l̂at pengangkut barang sitaan, serta peratatan 

lain (perlengkapan pakaian. pistol gas air mata). 

C. AKUNTABILITAS KEUANGAN 

Untuk (Tiendukung operasional Polisi Parnong Praja, maka Tahun 

Anggaran 2032 diperoleh dana sebagai berikut; 

• Dana rutin = Rp. 76.925.000,-

• Pembekalan Pol PP = Rp 25 000.000,-

• bosiaJisasi perijinan = Rp 30 000.000.-

Juiiilah = Rp. 131 925.000,-

0- STRATEGI PEMECAHAN MASALAH 

L P c r l u adanya Kantor yang represintatif baik kwalilas maupun 

kuwantitasnya yang menyangkut luas bangunan dan kelengkapan 

peraiataiiys. 

2. Perlu cJilaksanakan Diklat dasar Pol. PP sebagai persyaratan 

anggota pal, PP. 



3. Menambah kelengkapan peralatan oagi personu Pol PP 

seoukupnya (pakaian fengkap. atnbutnya. pistol 

genggam/g&s a*f mate, kendaraan roda 4 lempat) ?>tati<jn sesuai 

' lOTahun 1999. 

4, Perkf adJ^ny? penambahan anggota Pol PP yang mempunyai 

kualrflkasi PPNS 
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BAB IV 
P E N U T U P 

f 

A. TIfJJAUAN UMUM 

Laporan Akui' '^Lii i 'as Kinerja Insiansr Pemenntah (LAKIP) unit 

keija Kantor Polfei Pamong Praja Kabupaten Lamongan dibuat sebagai 

wujud pertanggungjawamn pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta 

pengeiolai^n sumber d^ya dan petaksanaan kebijaksanaan yang 

dipercayakan kepada unit kerja Kantor Polisi Pamong Praja Kabupaten 

Lamongan, berdasarkan sislem akunlabilitas kinerja instansi 

peo-ienntah sebagaimana diatur dalam Instruk&i Piesiden Republik 
• 

Indonesia Nomor 7 Tahun 1999. 
w 

B. TfNJAUAN KHUSUS 

Hahwa terlepas dan kekurangan dan keberhasilan seperti yang 

t*^iah disampaikan diatas, maka kiranya perlu dicarikan solusi yang 

'- j ' - r i ik -tu pedu adanya peningkatan-peningkatan yang melipufr 

antara lain' 

LAIokasi dana yang memadai pada tahun anggaran 2003, haf inf 

sangat niendukung dalam rangka operasional Poi, PP; 

2 Penambahan personil PPNS serta peningkatan kemampuan melalui 

DiklatPol PPdanDik la l PPNS: 

- 3, Sarana dan F^asoiana yang memadai guna m e n g o p o t i m a l k a n tugas 

Poliei Pamong Praja dalam inenegakkan Peraturan Daerah; 

4. Peningkatan kegiatan penyuluhan kcpada masyarakat masalah 

iegalitas perijinan. 



D. SARAN TINDAKLANJUT 

Diharapkan dalam tahun-tahun bonkutnya, kendala dan 

pemiasalahan yar>g oihabapi dalam tahun anggaran 2002 mi dapat 

drjadikan sebaga: bahan kajian dalam penyuaunan perencanaan 

stralegtK. Sehingga pelaksanaan kegiatan tahir berikutnya dapat 

lebth opTimal dalam pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana 

yang diteiapkan, dengan menetapkan upaya-upaya penanggulangan 

terhadap pennasafehan-perjnasalahan yang mungkin terjsdi selama 

p-efaksanaan kegiatan. 



PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN 

PCH/.TUWiN DAERAH KABUPATEH LAH^HGAW 
HC*10R 27 TAHUH 2000 

TEHTANG 
0BGAIJJ5ASI DAN TATA KERJA KANTOR POLISI PAHONO PRAJA 

XAIMJPATEN LAMONGAN 

DENGAN HAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
nUPATI LAMONGAN 

baKv^A ÎftlHirr r^nqka p^lakeaneAn ketentuaii P M A I fiS 

Menalngfit 

'111 Tahun 1909 tontang 
Pami^rinta.ian Daerah. pe r lu dl te tapkan Peraturan 
Doarih KajupoL-jn Lamongan tentang Sufliinan Oreanl -
c a ^ l don I o t a Ker jo Kantor P o l l n l Pairong ProjO 
KabUE'aten Lamcncian-

1. TJndong-undong Nomor 12 Tahun 1950 tentanf 
tentane Pembontulion Daerah-decrah Kabupoton d l 
lingkuncan Propins t Jswa Timiir ^ 

2 . Undonfi-undonffl Noaior 22 Tahun 1999 cantang 
Pamerlntoh an Daerah : 

3 . Undana-undong Nomor 25 Tahun 3999 tontang ParJm-
bangen Keuengan an ta ra Pemerlntoh Puoot don 
Daerah ; 

• I . Gndona-undona NomoT̂  A3 Tahun 1999 tbntanB Peru-
bahan atac UndanE-undanc Nomor 3 Tahun 1.971 
tentang Pohok-pokok Kopegawaian ; 

5 . Peraturan Pecierintoh Nomor 25 Tohur. 2000 tentang 
Ka^cnangan Pemerintah dan Kewenangan Proplne l 
SoL^gal Daerah Otonom. 

6. Peroturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang 
Pedocnan Organicsfli Porangkat Daerah. 

Dengan Perce tu.)uan 
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT rALSiVli KABUPATEN LAMOJIGAH'. 

HEHUTTJSKAIC : 

lAnetapkan : PERATURAN [AERAJJ KAEUPATEN IAH0N3AJI TENTANG ORGAHI-
• SASr DAN TATA KERJA KANTOR POLlSi PAKONQ PRAJA 

KABUPATEN LAMOh'CAN. 



B A B I 
KETENTUAH IMUrt 

P a s a l 1 

Delani Pars turan Daerah I n i , yang difnakEud 
den gar: : 
A . PemerJrtoh Dsersh. adalah Kepala Daerah beaerta 

Per-angErat Daerah Ctonom vane l a i n eebegal Badan 
Bkaekut l f Daerah ; 

b. Kepala Doftrah, adalah Bupat i LairLongon ; 
c , Wakil Eepala Daerah, adalah Woktl Bupat i Lomons-

an 
d. Gekre t f l i l c Daerah. adalah S s k r e t a r i s Daerah 

Kabupaten Laoionf^an ; 
a - Dei^entral i e a E l . adalah Penyerahan wewertane 

Pemerintahan oleh Pemerintah kepada Daerah 
Otoriom dalam kersnglio Nesaro Keeatuan Repuhlik 
IndoncelQ ; 

f , Otonoml Daerah adalah Kewenangan Daerah Otonom 
untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyara­
kat eetempat menurut prakarsa e e n d l r l borda-
fjarkar a&p.lrael maaya-rakat ceeuai denean Per­
aturan Perundang-undanfton ; 

e, Daerah Otonotn, adalah Kabupaten Lamonpan ; 
h . Peranflket Paereh, adalah Organisasl /Lfi tbaga pada 

Pemerintah Kobupaten yang bortorggunaJowah 
kepada Kepala Daerah dar [nombantu Kepflla Daerah 
dalain penyolenggaraon Peaerlntahan, yanfl t o r d i r i 
a tas Sekre ta r l f i Daerah, Dinao Daerah dan Lembaga 
Teknlo Daerah. Kecamatan dan Kelurahan : 

1. Kantor. adal&h Kantor P o l i e i Pamonr! P r a j a 
Kahijpatcn Lamongan: 

J . K e p a l i Kantor. adalah Kepala Kantor P o l i a i 
Psmong Prajf i Kab.upaten Lamongan ; 

S A B i r 
PEMBENTUKAN 

Pasa l 2 

Dengan Peraturan Daerah i n l dlbentul: Orsan i -
Baol dan Ta ta K e r j a Kantor P o l i e i Pamona P i a J e 
Kabupaten Lamongan., 



B A B n i 
KEDUDUKAN. TUGAS. FUNGSI 

Kantor b'^rkedudukan cebagal uncur Pcnun.lang 
Pemertntoh Daerah yarg diplmtlTi o leh a^oranfl Kepala 
Kantor berada ditaaweh dan bartanggungjawab kepada 
Kepala Daerah m a l e l u i S e k r a t a r l a Doarah. 

Paoal 4 

ii) Kantor mempunyai tugaa i&embantu Kepala Daerah 
dalain penyelanflgaraan kowanangaji Kabupaten d l 
bidanc: ketenteraman dan ke t e r t i ban ; 

( 2 ) Dalam nelakoaciakan tu iao aebagaimana dlmakoud 
pada ayat il)x Kantor P o l l a l Pamong P r a j a 
mempuryel fungoi : 

a , perumucan fcebljakan dan pelakaanaan pembi­
naan ketenteraman dan ke t e r t i ban : 

b , ponyueunan rencana dan prograjn koftlatan 
r'Sir.blnaan ketentermon dan ke te r t iban ; 

e. pelakoonaon pedoman den petunJuk operoBlo-
nal [ ener t lban Peraturan Daerah dan Kaputue 
an Kepala Daerah ; 

d. pengawaean dan pcloboanoon terhadap Peratur 
an Daerah. Kcputucan Kepala Daeroh dan 
Peraturan Perundang-undangan la innya : 

e . pelaksanaan penert lban masyarakat dan 
peneamanon* p e r L l l n a n . pemerlhaaan. penln-
dakan c o r t a penaawalan dan keeamaptaan : 

f . ralakeanaan pengembangan kapasl taE yang 
i t e l i p u t l pembinaan p e r e o n l l . ketatalakoana 
an, sorana dan prasarana k e r j a P o l i a i 
PoB^ang P r a j a ; 

a. pelakounuan ketsntflraman dun k^ tur t iban 
masyarakat oceual dengan pri-arari. pedoman 
dan potunjuk teknlo i 

h . pelaheanaar. uruBon keta la lakeanaBn, 
kerumah tanggaan, perlenflkepan. ke^egowai^in 
dan keuangon : 

I . pelokaanaan tuaaa-tugae l a i r yang dlbor ikan 
oleh Kepala Daerah oecual denean tugoa dan 
fur^gainya. , 



B A B IV 
SUSUKAN ORGANISASI 

Kontcr t o r d i r i dar t ; 
1. Kepala Kantor : ' 
E . Sub Bagian Tata Ueaha ; 
3 . Sekol pembinaan Umum don Kfiso::iaptaan ; 
4. Sekfil Qperc&l dan Penaamar.on : 
5 . Seka i Penyldlkon dan Penindakan : 
6. Kelompok Jobaton Fungsionol . 

Paaal 6 

fiagan S t ruk tur OrganioaAi Kantor dalam 
laiiipLran Pera turan Daerah i n l don merupakan baglan 
yang t l d t k torploahkan. 

Paaa l 7 

Di lingkungan Kantor dapat d lb«mpatku i 
Pegawal Negeri S L p l l dolom Jabatan fungatonal 
easua l dangan Peraturan Perundang-undangan yang 
ba r loku . 

B A B V 
TATA REP,JA 

P a s a l B 

CD Kepala Kantor . dalom malakoanakan tugoonva 
wftjib meneropkan koordinaoi^ I n t a g r a s i don 
e i n k r o n i e a e i . balk dalam lingkungan un i t k e r -
Janya noupun dengan un i t k e r j a l a innya ; 

(2) Setlop pimplnan aatoan organiaool dalam l i n g ­
kungan Knntor hertonggunuJowob menlmpin dsn 
inenEkoordLno0ik?.n bawahannya s e r t a nicmberikan 
blmblngan dan potunjuk-petunjuk polakoonaannys, 

BAB VI 
PEHOAHGKATAN DAN PEH3ERHENT1AN DALAM JABATAN 

Paaal 9 

t l ) Kei>ala Kantor dlangkot dan dlberhcnt ikan o leh 
Kera la Daoroh ; 



(2) Kopsia Sub Bagion T a t a Usafm. Kapala Sekc l 
dapflt dlan^kat dan diborhent lkan oleh Eekre-
t a r l a Daerah ataa pelimpahan kawenan»tan oleh 
Kapala Daerah ; 

13) Kolnmpok Jobston Funaalonal dlonflkst dan 
dlberhentLkan seeual dengan Parundang-jndanaan 
yang be r l aku . 

P A M I XO 

( 1 ) ApabLla ^a r Jad i kekoaongan Jaboton Kepala 
Kantc r . maka Kepala Sub Bagian Ta ta Unaha 
melaksanakon tugaa Kepala Kantor sampal dengan 
dl te lapkannya pejabat d e f I n l t i f o l eh Kepala 
Da a rah i 

(2) Pejabat d e f i n i t l f oebagatutana dlmakajd pada 
oyot ( 1 ) harus diangkat aaLantbat-leirbatnya B 
ronamJ bulon oejak Kep'olo Sub Bafilon Ta ta Ueaha 
dlT^unjuk eebagal Pelokeana Har lan Kepala 
Kantor. 

BAB V I 

ADMIHISTRflSl DAN PEHBIrtYAAH 

Paeal 11 
rengawacan. penguruaan dan pelayanon 

admin I s t r a s l Kepafiawalon, Reuongan, Perlengkapan. 
Keprotokolan, K'^ananan dan l a l n - l a l n dl 1 inakunfion 
KanLor diselenggarokan oleh Uni t K e r j a yang 
bersanglrutan. 

Peeal 12 

Segala pembiavaan yang d lper lukan untuk 
polakfianaan tugas, dlbebankan pada Anegaran 
Pendapatan dnn BelonJa Daerah, 

BAB V I I 

RrTENTOAH LAlN-LAIW DAN PENU'rUP 

Faea l 13 
Rlnc lan tuaas maelng-maalne Uni t Ker ja pada 

Kantor di tetapkan denj>aii Kaputuaan Kepala Daerah, 



Pase l : 

Dalam ranflka peningkatan e f l s l e r i E l ficrta 
n f e k t l v l t a o k i n e r j a Kelembsgaan Kentor, p e r l u 
d l U h u k a n eva luao l dar. pengkajlan eecara oekeama. 

Dengan berlakunya Peraturan Daerah I n l , maka 
kctenvjan-ketantuan yang bcrtentangan dengun 
re ra r i i r an Doorah I n l dlnyatakan dicabut dan t idak 
b e r l a k u . 

Ha i -ha i yanp belum d i a tu r dalam Peraturan 
Daerah i n l eepflnjena mengenfti j^^lakear-aonnya akan 
d i a tu r l eb lh l a n j u t o leh Kepala Daerah secual 
dcnasn Pftraturan PeruTldflng-undangan yens borloku. 

Peraturan Daerah I n l mulal ber laku pada 
t anaaa l diuniiangkan. 

Agar oet tap orang nMsnaoteliuinya. MEaerlntah-
kan pengundangan Peraturan Daerah i n l , , dengan 
penempatannya dalam Lombaran Daerah Kabupaten 
Lamongan. _ 

P a s a l . 

PoEal IC 

Pagal 17 

LakionrTin 
IS Deaeinber 2000 

Di nmhiptift di Unoowfl 
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BJPATI LAHOMGMJ 

SALtNAN 
KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN 

MOMOR 21 TAHUN 2001 
TENTANG 

KEDUDUKAN, TUGAl] DAN FUNGSI KANTOR POLISI PAMONG PUAJA 
KABUPATEN LAHONGAN 

E.TPATI LAM>3!IGAN. 

MenicibsiiB : a> bshwa daian* rangka F '^ l^^snaa t i Pera turan Doerah 
Kib'ipatan Lamongan Nonwr 2" Tahun 20OO tantenfi 
Oraanieaal dan Ta ta K a r j a Kantor PoMel Pamong 
Pra ja Kabutaten Lamonfian. p e r l u adanya |?enja-
baran togae I'Okok dan fungel i 

I 
' L 

b. bthwa cenjsbaran tusac pokok dan fungal 
ctbaaaln.ana dlmakrud koncldaran huruf a , p a r l u 
dl te tapkan <dengan Kapubuaan Bupat i , 

Kanglngat 

I 
H 

• I 

1999 

1999 

tantang 
\ 

tantang 

1- Un'.ang-uniong Nomor 12 Tahun 1950 tentang ton-
tas'ig E'einbantukan D^arah-doarah Kabupaten d l 
l l rgkangan F rop ina l J a v a T l * u r ; 

2 . Uncang-undong Nn-jmor 22 Tahun 
Pomarlntahen Daorah; 

3 . Unoang-undang Noioor 20 Tahun 
Parlmbsngan Heuangan i n t a r s Pamertntah Pueat dan 
Daerah; 

4. Un-'.ing-undang !Jomor 43 Tahun 1999 tentang 
Perubohan a tse Undang'undang Nomor 6 Tahtin 1974 
tar tang Fokok-pokok Kepegawalan; * ' 

5 . Fevati i ran Pemerintah Nomor Zt Tahur, 2000 tentang 
Kawenangan Fainarlntah dan Kewenangan P rop ina l 
Fehagei Taarah Otonom; 

6 . F e i a t v r a n Famerlntah Nomor 64 Tahun 20OO tentang 
Pedomeii Organleael Perangkat Paarahi 

7. Petflturan Daerah Kabu^stan Lanontfan Nomor 27 
1 Tahun 2000 tentang O r i i u l t a o l dar. Tata Ker ja 

Kantor P o l l a t Pam:ng F r a j a Kabupaten Laiuongan. 

MEMUTUSKAH . 

Menetapkan : KEF 'JrJ::AN B U P A T I UVK'NOAN TENTANG KEDILUKAN. TUGAS 
DAI* F J N j S I FLANTOR K ) L 1 5 I PAHONO PHAJA KABUPATEN 

' UHOHGAN. . . . 



BAB I 
KETemJAN IJHUH 

P a » L 1 

Eiftliin Keputuean I n l , yang dlmakaud dengan : 

a- K e i a l t Daerah adalah Bupati Lamongen: 
b- Wakli Kepala Daerah adalah Wakll Bupat i 

Lojuongan; 
c . Bekre ta r te Daerah adalah S a k r o t a r l s Daerah 

Kabupaten Lainongan; 
d . Ferangkat Daerah adalah Organlaaal/Lembaga pada 

Penerlntah Daerah yang bertanggung Jawab kepada 
Kepala Daerah dan veaibantu Kepala Daerah dalam 
penyalenggaraan Femerlntahar.. yang t e r d L r i ataa 
B e t r e t B f l a Daerah, Dlnae Daerah dan Lembaga 
Tehnle Daerah. Kecamatan dan Kelurahan; 

e. Kantor. adalah Kantor P o l i o l Famong P r a j a 
Kabupaten Lamongan ; 

f . Ker^ala Kantor adalah Kepala Kantor P o l i s i 
Fationg F r a j a Kabupaten Lamongan, 

BAB £T 
KEWDUKAH. TOGAS, FUNGSI 

Paaal C ' • 

Kantor berkodudukan sebagai Unour Peminjang 
Fernarlntah Daerah yang dipimpln oleh ceorang Kepala 
Kantor berada dlbawoh dan bertangsungjawab kepada 
Kepals Daerah me la lu l Sekre taL ta Daerah. 

P a e a l ( V ^ 

il.} Fan txr mempunyai tugas menbontu E e c a l a Doerah 
dalam penyelenggoraan Kewenengon Kabupaten d l 
ttdang ketentraman dan ke t e r t i ban : 

(2) Pblajn melak^anakar. tugae aabagaifr.^^na dlEnakeud 
vada ay»t ( l r > Kantor mempunyai iungel : 
a. paruiTiuaan kebl.rakan dai, fHalakeiEinanji pembi­

naan ke tencrucui Jan ke t e r t i ban ; 
b. penyueunan renoana dan program kegiatan 

lembiiiaan ketentcwnoxx dan ke t a r t i ban : 
0. pe lakaanaoi' p-edomon dan petunjuk operas ional 

penet t i t a n Fera turoi i Daerah dan Keputusan 
Kepala Daerah ; 

J . tebgawisan dan felaksanaan terhadap Pera tu­
ran Deerah. Keputusan Kep-ala Deerah dan 
Pera turan Feruniang-undangan le lnnya ; 



e. pelak^anaan t 'ensrt iban maoyarakat dan 
pengamanan. p e r l J i n a n , famerlkeaan. 
Ventnrtak on flertfl fangawalan dan kaaamap-
15 an; 

. f , pelokaanaon pengembanfian kapaaitoa vong 
mal tC ' i t l pamblnaan p e r o o n i l . ke t a t a l akoa -
n^an. sarana dan praaarana k e r j a F c l l e i 
Fsffioni P r a j a : 

£. peisksanean keteiitrornan dan k e t e r t i b a n 
maeyarakat casua l deiigaii program. 

h . t^ lakcanaan vruaan kerata lakeanaan. kerumah 
tanggaan. per len ikapan . kepagawalen dan 
keuangan ; 

1. pelekoanoan tugoa-tugaa l a i n yang d lbe r l kan 
•:-l^b Kepala taerah eeeual dengari tugas dan 
futigelnye. 

E A F I I I 

Paael 4 
Kantoi f r d l c l d a r i : 
I . Kepala KantTr : 
3, Sub Pa r i an Teta Ueaha : ' ' . . 
3 . Seke 1 renbhiaen Umiff. dan Keaamaptaan; 
4 . S e t ^ l Operaal dan l iniamanari : 
5. Sokii\ Penvidlkan Jan Penlnlakan; 
6- Kelompok Jabatan Pimgelonal . 

Batflen Pertema 
Kapala Kantor 

Paca l 5 

{ 1 1 Kepala Kantor aMmrunyal tUB^^ owlakoenakan 
penyiapan perumuaan kebi jaksanaan- koo rd inas j , 
rtmblnaan, jjiengendal Ian flan pembeclan bimbingan 
t^kri le bidang ketentraman dan k e t e r t i b a n , 

1.2) Dfll-im T.eJ.eksanakan tuga,% eebagainiana dimakaud 
pada *yat K*pels Kaotoi* memE-unyal fungal : 
a . panyiapari behah dan pelakaanaan blmblngan 

t e k n i s oporaalonaL Pemblnflsn Unium dan Keoa-
inaj: taan^ 

b. penyiapan bahan dan velaksannan blmblngan 
t a k n l s O('*t"aaloiial Opereei dan Penganienen : 

o. p-riylepfin bahan dan pelakeanian blmblngan 
teknis- 3f-*raslonal Peyld lkan dan Penlndskan; 

d . t 'o laksinaan tiigaa-tugas l a i n yang d lbor lkan 
oleh Kepala Daerah, 



- 4 -

B a i l i n Kedua 
Sub E e i l m Tate Ueaha v 

F a a a l ^ 

ii' Zytt- fegian t a t a Uaaha adalah uneur s t a f yonfl 
d i t lmpin oleh eeorang Kepala Sub BagLan Ta ta 
Uijaha barkedudukan terada dlbavsh don bar-
tar-ggungJawab kepada Kepala Kantor : 

i2' SmI- Bogian Tata Usaho mempunyai tugas nwlakukan 
t'efiylopun bahan p^rumtraan keMJakeanaan. koor-
dtnoBl , peinbtnoan, f^naendol l a r dan rembarlan 
blmblngan penyjeunan prvgrmi dan umum: 

<?t t ' llam EThelakeanekan tugac teboE^lnona dlmaksud 
pada ayat '.2i, Sub Eagton Tato 'Jaaha mempunyai 
fur.gBi : 
a. ieng<irnp>jlan. penelaahan dan a n a l i e l e s e r t a 

penyoj Ion data £ i t .o t i* t ik dan informOBl dalorti 
rangka penyiapan bahan p-^runuean keb l j akea -
naon tahn is - k c o r d l n a s l . - pembinaan, 
i-engendallon pemberlan bimbinian t e k i i l a 
penrueurjan program, pengelolaarj kepustakaan, 
kehurnaaan. ke Liang an, perlengkapan, ke-
pegawalan, t a t a usahai protokol dan Rumah 
Tsnggo: 

b. penguruaon admln la t ras l perure^jaan keb i j akaa -
naan t a k n i e . koordtnaat, p-embinaan don 
pengendsllan program, pengelolaan kepusta-

• kaan, kahuiaasan. keuangan, perlangkopon, 
kepegovaian, toto usaha. protokol don Rumah 
Tangfia; • 

e. pelsucsanaan tugar-tugos l a i n yang d i b e r l k s n 
oleh Kepala Kantor, 

Baf lon Ket lge 
Sakisl Painblnaan Uihum dan Kesar.at'Taan 

F » r a l T ' . ' 

f l i Sftkol f'fmblnaon Un.uffi dan Kesaaaptaan adalah 
unfiur pwlakoona tekn le operafilonal Kantor yang 
dipimcin oleh seorong Eepola Sekal PemhlnoarL 
Umijni iian Keeamat'taan be r kedudukan borado 
dlbawah dan bertanggung Javab kepada Repeals 
Kantor. 



U2) S e k s l Pettbinun LkouA don Keeantaptaan inenipunyal 
tugae nwlakuKon venyiopan balion perumusan k e b l -
Jakflariflon takr i i s opftraelonal, k 'oordlnaei ' 
PSBiblnaan, pengendalIan dan penberlan blmblngan 
paniembangan kapasl tae p a r e o n l l . penfawalan dan 
kesbmaptaan-

iB) Dalam melaksanakan tugan eabogalmana dlmakoud 
laoa ayat ( 2 i , Sekel femblnean UmniD dan Keaa-
map'aan fnempunyal fungsi : 
a . p-enfionif u lan . ptnal saliejj dan a n a l l e J a s e r t a 

penyajian data s t a t i s r i h don Informasl dalam 
xantka penylaiEj^ babai. i-erumuaan k a b i j a k s e -
naan taJtnl? - koo r d l n a c l • pemt Inaan, 
t-MBei.dalian. f-rmber 1 on t Imbingan t a k n l a 
bJdat'f Peng-^mbangan Fst a f - l l a f Person 1 1 . 
Pengawaian -iar. Kesamaptaant 

b. leriauruaan tusaa operss lc r .a l perufiijoon kefcl 
Ja>:s4fioan t e k n i a . kc -ord l ras i . rer.blnaan dan 
[ -TigersJa 1 U n Jalom rangka psnyelenggoraan 
fftngeffjbangon Karos l toe P e r t o n l l . Fengawslan 
dan Keaamaptaan : 
pelahsanaan tugoc-tuga.^ l a i n ysng d lbor lkan 
oleh KopaJb tontcr-

• Bflglan Ksempat 
Sekel GperaaJ don Pengainanon 

Paaal 6 

f l ) S t k e i GperooJ dan PengBmanari adalah uneur 
pelokoana t ekn le operaelonal Kantor yang d l -
pimpin oleh aeorang Kapala S e k s l Operasl dan 
Peixgamaxian barkedudukan beroda dlbawoh dan 
bertangfiung Javab ka^eda Kepala Kantor . 

; ' I 2 ) S e k s i OperaaL dan Fangamanan mempunyai tugaa 
Etelakuka/i cenylapan bahan perumusan k e b i j a k c a -
naon tekn le operaeLonal. koord tnas i . pembinaan, 
pangendaDan dan pembarlan blmblngan Penert lban 

.y.-, dan Pengamanan masyoraka; es r to penegakan 
Peratura/i t>«orab-

Dalam iDaiakoanakan tugas jsebagaliriflna dimakoud 
pada ayat i2K Saka i Operas! dan Pengamanan 

\̂", -nempurtyal fungal : 
a . pengump'jlan, penelaahan dan o n o l l a l o ee r ta 

7̂  panyoj lan data s t a t i s t t k dan I n f o m a s l dalam 
ranak* penyiapan bahan porumuoan k e b l j a k a a -
naan teknle* k o o r d l n a s l , pembinaan, 

. pangendalian, pemberlan blmblngan t ekn l e 
, bidang operas i dan pengamanan masyarakat; -



b. penguruaan tugaa o t^ rae iona l perunueon k a b l -
JehEanaan t ekn la , Hoordlnaal , p-^mblnaan dan 

, pangendalian dalom rangka penyelenggaraan 
penci'tlban dan tengamanan laaoyai-akat a e r t a 
Panegakan Peraturan Daerah; 
penguruoan tugae opera t iona l pembinaan-
ieriEenHfiliaii dsn blmblnegn t ekn i a 
penyelenggaraan p e r l j i t i a n Gsnggijan *H0> dan 
E 'Cr l J ln sn Uash-i l a lnnv* d^lam rangka 
Ketentraman dar E e t e r t I b a ' i ; 

d- pelahaanaan tugae-tugar l a i n yang dtbar lkar i 
o leh Kepala EaiitCi . 

Bs f i an Ktfllma 
Cekel Fenyid ikan dan renlndekan 

' r a t a l 9 

i i) £^kel Penyidlkan dan Penlndakfln adelah unsur 
pelsKeana csknle operation*] Kantor yang d i -
I'impln oleh cecrang Kepala ^ekol f eny id lkan dan 
Penlndakan berkedudukan berada dibawah dan 
tertangfiung Jawab kepada Kepala Kantor-

<2> SekflS Penyldlkan dsn Penlndakan njempunyal 
^ugao melakukan E'enylapan bahati perumusan 
kebljakaensan t ekn l a operefl ional , k o o r d i n a s l , 
pembinaan, pengeniJallan dan pemberlan biiiibingan 
Feenyldlkan dan Penlndskan. 

iB'i I'alaiQ meiaksan&kan tugaa aebagaimana dimaksud 
pada ayer, i 2 > . Saka l PanyldLhan dan Fenindakan 
menpunyal fungal i . :: .' 
a, , pengumpulon. penelaahan don a n a l i o l o ao r t a 

penyajlon data e t a t l s t l k dari infonnael da les 
J rangka penyiapan bahan perumuaan keb l j akoa -

naan tekn le , koordlnaa l bidang PeDyldllLen 
dan Penlndakan; 

b. pengurufiBn tugae ':>perael:?nol perumuean k o b l -
Jaksenaan t ekn le , koord lnas l dalam rangka 
penyolenfisaroon Penyldlkan dan Penlndakan i 

V c . pelaksanaan tugao-tugae l a i n yang d l b s r l k a n 
• ' o leh Kepala Kontor. 
<̂  Paoal 10 

• . -T-

Pomaol Jsbatain pada Kantor d l ta tapkan berdaaarkan 
a n a l l s l s Jabatan . 



Baalan Feenonr 
- Eelomcok Jabotan Fungalonsl 

P a s a l 1 1 • 

KeloniF<ik J sb s t sn F\ infalonal •nempunyal tugsa n>el*ku-
kan k'^fllatan oeaufll i^nfian bldana Jabatan 
fujjfsliHnal fnaBlna-mfl£ii7g btrdaHackan peraturan 
ie:'und5.rtg-undsni*n vert* be r l aku . 

Fcffal 32 

' l i K*loiiivok Jabatan Fur .g^ l . i i a l l e r d l r l d a r i se-
,'iuFiilan J s t a t s n funtfsloM?! yens t e r t a g l dalam 
bei*"'Ssai kelcvpoK J a t a t a n fjngo tonal oeauai 
Hl*naan bidang keahliarir .ya. 

2x lnJ-r ' : ^ ? i ' i i t e l ^ ' ^ f k •'sbatari fnngclonal d i -
kC'OrdtnaEikan oleh Jobatari fungBl ' r i a l aanlor 
yang d i tun juk oleh Kepala Kantor . 

iSi Jumlab Ja t a t an funaaional aebafialmana dimakeud 
li.Aian ayat i l ) d i ten t t ikar berJaearkan kiitutuhan 
dan bebarr k - r j a , 

• 4 ) Jenio den Jenjang Jabatan furjfiBional aebeBatme-
ne dlsaksud dalan ayet { D d i a t u r eesual dengan 
peraturan perundana-undanian yang b e r l a k u , 

EAE IV , ' , . 
TATA KERJA ' ^: 

Palam melakeanakan t u i a s . ee t l ap tlmpinan don un i t 
organlBaal dan kelonp<ik Jabatan fungalonal waj lb 
nenerapkan p r l n a l p k o o r d i n a e l . t n t eg raa i dan 
e inkron t sae i ba lk dalaia llnekungan mealnfl-saalng 
maupun antai^ satuan o r g a n i s a s i d'. llnfikungan un i t 
k e r j * seeuaJ dengan tugaa moalTiB-raaslna. 

•: . ". PasBlfW 

Set iap ptmpinan eatuan organiaael we j lb meiigawaal 
bawehannyn masing-maQinH den b i l a ' t e r j a d l pa-
nvimpangan agar mengembil langkah-Iangkah yang d t -
perlukan sesuaL dengan peraturan periindang-undangen 
yang ber laku , 



P a u l IC 
' I l' . r ' 

Se t l ap pLmpinan u t u a n o r g a n i s u i dalam llngkunean 
Komponen bertangaung Jawab ffwmlmpln dan mengkoordl-
naalkan bauahannya mat) Ing-ma s ing dan member Ikan 
blmblngan c a r t a petunjuk-petunjuk bagi pelahcanaan 
tugoo bawahen, • ; ^ 

P a u l l e 

3e t l a£ ' plmplnan oatuan orgarf lcacl waj ib menglkutl 
dan mematuhl p«tunjuk-(<etunjuk dan bertanggung 
Jawftt kepada atacan maeing-maalng den menyampaikan 
laporan be rka l a tepat pada waktunya, 

Paaa l 17 -

Se t i av laporan yang d l te r ime c l e h plmilnan eatuan 
orgarilcRfli d a r i baviahan, waj lb d lo l eh dan d l f ergu-
nakan eebaget bahan untuk penyuaunan lapcran leb lh 
tanjut dan un lu t umber Ikari petun.'uk-petunjuk 
kepada bawahan-

y ^ Faea l l a . ^ - • 

Dalain inenyampalkan laporan raalng-nBc Ing kepsda 
atacan tombuaan laporan h a j l b dieampaikan pula 
kapftd* oatuao organisaol l a i n yang oacara fungel -
onal mempunyai hubmigan k e r j a . 

BAB V 
< . KETDfTUAN PEHimjP 

P a u l 18 

. ' f i l ) Keputusan i n l n u l o l be r l aku pada tanggal d l t e -
-tgpkan-

;Y2) Mengumumkan Keputuean I n l dalam Lembaran Daerah 
Kabupaten Lavongan. 

Ditetepkan d l Lamongan 
Pada tanggal 26 Pebruar l 2001 

LB1BAKAN DAEHAH KABUPATEN LAHOHQAN BUPATI LAMOHGAH 
NQMOP 1B/D3 TAHUW 20P1 \ t t d 

ih • -

S a l l n a n aepef^dengan a a l i n y a 
LAMOHQAN M A S F 0 It 

*ata P r a i a 
Hukum 

ymNTO, SH.HM 

Pembina 
K I P , 019170775 



B U P A T I L A M O N G A N 

KEP'J":"'JSAN B U P A T I LA'/ONGAN 
02 TAHUN 2002 
TEN-ANG 

URATftN JAfiATAN, UPAIAN '"UGAS DAN SYARAT JABATAN 
STRUKTURAL DAN NON STRUKTUflA- LINGK'JP 

KAN"OR P O L I S I PAMONG PRAJA KABUPATEN LAMONGAN 

BUPATI LAMONGAN 

Men imQana : a . bahwa dengan teT ah di Ta '^sanakann/a a n a l i s 
^ Joba tan £3ada K o n t c " P o T i s l f^among P r a j a Kabupa-

' t e n Lamongan d i l i n g k L n g s n P s n e r i n t a h Kabupaten 
LaiTongan, s a r t a guno n-yningkatkan k i n e r j a 
A p a r a t u r Oememntah dalafn r^ielaksanakan t L g a s d i 
b idang P e r r e r i n t a h a n dan ^eTibangunan, pe^'lu 
rrererapWan A n e l i s i s J a b a : a r yar.g T a n i t i k b e r a t k a n 
pada pen/u sun an k l a s l f i k a s i J^ ibatan. 

b . bahwa guna nencapa i naksud C.AO t u j u a n s e b f l g a i -
mana h u r u f a k c n s i d e - a n VfenTntang Kept i tusan i n i , 
dipandang p a r l u untuk menetapkan U r a i a n J a b a t a n , 
U r a r a n T u g a s , dar S y a r a t J s b a t a n - S t r u k t u r a l dan 
Non S t r u k t u r a l l i n g k j p K a n t o r P o l i s i Pamong 

P r a j s Kabupaten L i r c n g a n dengan rrreretapkan d a l a n 
Keputusan E u p a t ' . 

Meng^ngat : Und^in^-undang Ncmc- - 2 ' a h u r 1050 t e n t a n g Pen-
b e r t u k a n raerab-dae-^eh Kabupaten d i l i n g k u n g a n 

P r o p i r . o l Jawa T imur ; 
2. Undang-undang Noncr 22 Tahun 1999 t en t ang Peme-

" i n t a b a n Daerah ; 
3- P e r a t u r a n P e n e r i r t a h Noror 25 T^ibun 2000 l e n t a n g 

Kewenangar Pemeri n tah dan Kewenangan P r o p i n s i 
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4. Keputusan P r e a i d e i : Komor ^4 Tahur. 1393 t en t ang 
T e h n i k Pflrj>uauna-'i ? i r a t u . * : i T i - 'undang- j r idangan 
dan Ber.t uk Ran can j a . ; Lnding-Unnuang, Ra.icQngan 
P e r a t u ran Pemdr E r t a h dar Rarcangar . Kepu tusan 

Ke^jutusan Men te / i 2s.:a.r. f Jcger i N c n i r • Ta f i j n 
1 t e n t ang P r o i & J u r Ps^ijCah-an Fj uuuk-p , oduk 
Hyf'L.N d: L !ng l ;unzan 2 e p - r ' 3 m : r E o l a r Nes3f1 ; 

e. KcDUtusan ; . !£nte . ; Nb^^ : i , . .da jagj i^aan A p a r a t u r 
Nejjara Nor.x- : c : / v : r . ? A M / : c : 2 t e n t a n g Psdoman 

7 i 11161;*,;.^; Man t a r : DL". arr, Ntigar i Nomor 16 Tahun 
'.22' tan t f lng T a : « Dura P e n i ' . a i a n h a s ' . l P e l a k s a n a 
ai'i A u ^ l I J 1 s J a j : : t a r i J . ' , . i^k j^icjan Depart a.nan 

a. Pe ra ' . u ran D a a r i h i';ao'jpatsn Lamongan Nomcn 27 
*ahJ- i 2002 t s n t a n g C r g a n . a a s i J a n T a t a k e r j a 
KontOn- P o l i e i Pamong P r a j a Kabupaten Lamongan. 

M E M J T U S K A N j 

Menetapkan : KEPUTUSAN BLfPA-l LAMONQAP "FNTAfG L'RAIAN JABATAN, 

, J R A : A N " J G A S DAN S Y A R A T .,A2;'A:. D T R ^ K T ^ R A L DAN NOW 
3 T R L K T U R A L L I N G K ' J P KAMTTP P O - I S I PAMONG P R A J A 
KABJPATEr; XAMDNGA:;. 

P a a a l t 

Csngan Keput uaan ivA o • t a t apkan U r a i ar, 
L a t a t a n , L ' r a i a n Tug^e oar. S y e r t t J a b a t a n S t r u k t u r a l 
dan X St r u k t u r u ' 1 i r gkup ^a .vtcr P o ' ^ a i PapT-ong 
P r a : a Kabupaten L a m ; - , ; - ;e!:aga + narQ t e r c e b u t 
d a l a n Lf lnp;rAA K ^ p - t - i i * ; . .w., 

Pa^ i " , 2 

i.:': r ; i . c ' - a p a r r.prib ; j l : j : a ( - uKf^a^aud Ga":am P a a a l : 
l l o p j t u s a n • r ' a d i " a'i rx-utrphan senut an untuk 
r o r b ; ' - ' c - f ' i , gardoiur , dx.> ^ d e r - i i t a s j a b a t a n ; 
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; 2 ) ^enLr.zz.r> dar p e n e t a p a i J.jpilah j a t a t a n d i t e t a p 
k a r se^- ja i dengan h a s ' " i n^ - .V . s i s j r .ba tan pada 
K a r t o r P o l i a i Pamoris P t - j A ; 

f o r n a s i j a b a t a n d i t e t a p k a r b e r d a s o r -
^z.:- p ^ r . J i d i k i n fc ; . r iu i dun l e k n i i yang d i -
n i l i h i gur.a merduLurg ^ ^ i l a r c i r a r dar: ' ' a t e p a t a n 
p e ' d k s a n a a n t . i g a ; A , 

C1 ) Ja tu tu iT s t J ' J k t u r a ' a J ^ ' , xn I . l . J j J j L u n >urig mc-
nun jukkan t u j a o , L a - ' i j j - ; . g i u , : a t , ;v;werang dan 
ha ^ i S v I Gil I I'ba'ki-**, - ' v j j 4 4 w i ^ H i 

be J' k a JUG V i^an 
J l J A - v a t J a n be. L a n e « - J j - n \ i ! : la r . saung kepada 
job At an £t r j i ; t u ; i ' j A . J J j.iidiNbu^iUl] 1 , Jan ma i a k s a -
,,a.',-r a'.au k ^ a l A t u r ^ a r g c i : u £ 3 S ' L a r o l e h 
j i b A tan a t r j i . t j r u ' ; ba* J^AurKar- k a g i a t a n yang 

T Akaanakan., t a : r u t ' r ,TAUpun i r s i dent * 1 

TJ put u sai l 1 ni i;~1 - i L;, i I . * IH - aa J ak t a i ig sa l 

i.U-n.iUirLAml'A,, K-xputJAA.. : ! J a l a m LiT.barar- Daerah 
T _ L . P - 1 , 4 . L A . I . A . . - - . . -

_ , i p : . _ J-: Lamcngan 
-EMSARAr; DAZP..\y. :V . 3 U?ATDN 

L A M 0 :: C A N 

kepaJa ; 
Y t h ' 1 . S d r . K s l ' j i D'̂ PD Kabupat t r . 

L a n o n s a n ; 

2 , S d r . K s p a t x E x d i t . r i i - i A w A , . 
3 , Sd r - KeCuTA TA.I'..- ' 

P a r c ^ i T A J A KAb»pa-
ten L - . . i ; . i 

•aJa t a r n o a ' De^en:ber 2CDf 

L t d . 
.VH A i F U ^ 

I 4 • I / a • 
a n . : L T ^ : LAMONGAN 

R a . i . A . . " 4 A 4 > n 0 i ^ d L I 

• . ' i j f 7 o 
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LAMPTRAN Keputuaan B u p a t i L a f T . o n g a n 

N o r T o r : 02 Tahur 2002 
T a r g g a l : 17 J a n u a r i 2002 

STRUKTJR ORGAMSASr KANTOR P O L I S : PAJ.10NG PRAJA 
KABUPA"EN LAMOkCAN 

KEPALA KAKTOH 

T SJBQAG TATA JSAHA 

f K E _ . JABATAN 
FUNGS:C.NAL 

* 

nr. 1 .• 

. - J I 

1 r "1 
S C K S : PEMBINAAN UMUV 

DAN KESAMAPTAAN 
S E K S l OPERASl | 

DAN r^ENGAVANAN 
SEKSr PENYIDIKAN 

fl PENINDAKAN 
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BAGAN JASATAN STftUKTUflAL DAN NON STPUKTURAL 
PADA KANTOR P O L I S t r*AM0N3 PPAJA 

KEPALA KANTOR 

KEL-JABATAN 
FUNGSIONAL 

J I 

K A S : PEMBINAAN 
& KE5AMAPTAAH 

r _ 

1 _ 

OPERAo KABI 
a PEVGAr/iFlAP 

P s n g . iLl* = e n t i n a -
an Masya-Qkat ; 
Peng, Da ta P e r s o n ' * 
P o l i s i Pomorg P r a j a 
P e r g , Da ta P a ' ' i j 1 n a n 
P o ' i s i Pamong ^ r a j a ; 

[ K A S J B A G T A T A L'SAHA ; 
j - _ ^ — — — - • 

P e r g a d T i n . Umum ; 
Pe r9admin , Kecegawaian ; 
r ^ r . c ^ d m i n i , Keuangan ; 
Bend aha' '0 wan Qaj 1 ; 
Pcmbua: O a f t a r G a j i ; 
Dsndaharawan Ba rang ; 
^ e n t a n t L Bendahara Khusus 
Penar l r ra dan " e n y a t o r ; 
PrajTL Cantor j 
Psn.ieT.ud \ i 

I [ 
: PEMNDAKAN 

T 
. _ . J 

Pen'" PangoTah Data Ope'-e^; 
31 Z Pengananan : 
Pe tugas Pergawas C^-^ 
P e n e r t i b a n P a r ^ j - n n n ! - P o l i s i PamongPraje 

a- Date Pe ry -d - ; 
kan I ^ en indakan ; 
^ e n y l d i k PNS( rPNS) 



RENCANA STRATEGIK PEMERINTAH RABUPATEN 
CAMONG-VN TAHl'N 2!1U2 - 2006 

V I S I M I S I TLTJUAN SASARAN 

Tordcpan dalam 
mencipiAkan dan 
memelihom 
kolcnLrainmi dan 
keicitjben umum sota 
potiogakan PeraTuran 
Dactijh dan Pcraluran 
Pelaksanaannya 

Maniî liharft 
kelcnuaman dan 
kfllcrtiben jmum 
serUi penegakan 
PeruluiHn 
Daamh dan 
penilarari 
Pclakjanajjnnja 

2. Membeida/akan 
Poliii Pamong 

pnji dan PPNS 
menuju 
pjuIeaionaJAnLc 
penffflbdon dalam 
pekuksananri tuyan 

I Terwuiudnya 
keteniaman 
masyarakat. 
hukum dan 
KoiaJ. 

lertib 
lonib 

Terwxijudnya PPNS 
yang profaional 
dalam peJak̂ anaan 
lugas 

; Terwujudnya 
penegakan PeiBluran 
Daooh dan 
Peraturan Baerah 
dan PcTBtunn 
PeEoksanaannya. 

Tcrwujudnyn PoLsi 
PBlrong Praja yang 
proresjonal dklarn 
peLaksmaan tugas 2. 

3, 

McTvingkaLkaii kesi^ski^aan 
masyarakat lerhadap gangguan 
ketentraman don ketetnbon umuni: 
Berkumngnya konflik sosial yang 
mengganggu keioiLraniBn 
masyarakat. 
Berkurangnya akai unjuk nba yang 
men^ah kê teda anarkhisme: 
Metiingkatnya kemampuan aparat 
daiam mcnganU îpBsi don 
mendektesL secara dim bcrba^ 
gfjolak sosial dan poIitik yang 
dapal incnggonggu kclcnlranian 
dan ketembnn umum. 

Berkurangnya pelanggaran Perda 
dan Peraturan Pelsksanaannya: 
Mcnin t̂alnya ponindahan 
terhadap pelanggar Perda dan 
peraturan Pelok̂ anaannya sesuai 
dengan ketentuan yang berlaku. 

Terpanuinya juiuUh Pol. PP 
sesuai dengan kebutuhun 
obyeklif. 
Memngkatnya kompeiensi Pol, 
PP sesuai lĴ ngan Lualifikasi yai)^ 
dibuiuKkui uniuk kebcrhasJan 
pelaksanan tugas: 
Tswyjudnya petunjuk lekms doi 
pertuJijiii: pelaksanaan bugi Pol. 
PP dalam pflaksonaan tugai. 

Terpenuhinya jumlah PPNS 
sesuAi dengan kebuUihan 
obyeklif. 
Menjrtgkatnya kompcnlcnsi PPNS 
sê uKL dengan kualilatlkasi yang 
dibuiuhkun: 
Tmujudnya petunjuk lekrus dan 
pelakaonaan PPNS daEam 
pelakfiojiafln tugas. 

i 
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i 

muyimktf 
me!i.;j.;tenvii,ui.t 
[lyQ ii.i:u:T'LruiLLiLn 
(kn Leie.'I.tMr 
umum. 

ker|aiii.T4a dengan 
apom penegttk 
hukk-ni dan 
mitoTui terkait 
HUB koordinuil 
dan kKniiTHn 
dclam memeUhara 
tmnsiib uinun 
icne pOKgjVan 
Perda dan 
peraruTdn 
pi.Tak^tJiiKJui^'fl 

I . L lerwujudnya 
kaada.m 
masyarakat untuk 
nienielitwa 

ketertiban umum di 
Lmglompnnya 

ITerwujudnya 
puiisipui 
mo-iyankat untuk 
memeliharu 
kBteruruman dan 1 
kokrtiban 
Lrngkup^ 
ddingkungannyi. 

3,TcrwujuDqA 
kemadinan 

untuk i n a a y u d k B i 
mcmel^htrt 
ketentraman 
k0Hit,bvi umuni J i 
Lingkungannya 

dun 

' 1. TvrUiUjubiya luleni 
koordinaii Kantor 
Pol PP dengan ' 
apvat penegak 
hukum lainnya ; 
dalam memetihara | 
[Tuniib umum acna 
pebegakan Perda 
dan peialxinn 
pelaksanuimnya. 

2 TnAMgdnvB lUtem 
kiJorJiniisj iCantur 
Polisi Punuiig pr^a 
dengan Kodim 
'.ertaik Jalon: 
n^rneEihaii '.Tiimtih 
umum jwnsi 
pcncgikan Perdc 
dan perhtu.'Bri 

Monunumya peniaku rtegatir 
majyvakai yang dapat merutak 
kohesi sOitioI 
fierkenib^gnya nilai - tiildi 
poionf kenii.'urwi dan 
penycLcsaur. majnilah accora 
mandin dengan tidak 
meruDibulkan mauiliih barj 

MemngkaLiyjt pcngaduBn dan 
laporin najyaiaint tentang 
gangguan keieninunon don 
Veienibon unburn 
Msrungkau ya 
keterlLbalan nuLsyuukut di dalam 
pentnganaa dv i pengendtLian 
akai unjuk mo, kenuuhan dui 
lain- latn yang pwnggviggu 
mualah ketentruman dan 
ketertiban umum 

TeTHbamya lembiiga -lembaga'; 
awodaya mvyamkBi untuk i 
memelihoiB keumujman dan 
kiJtertiban; 
Menin^catJiya penyL^leiiaiun 
maiaJah keientnunBn dan 
ketertiban oleh mJiyarBkat acndui 
*n ja i dergun r-ilai - nilai dan 
nornii-nornia y ^ g berlaku. 

Tciusunnya pedoidon dun 
mekaniaric kerja saiuu dengan 
:ip-inii per^gak Hukum lainnya 
ciiLTgena. penicUwuii iramtjb 
umum iiTXa punegukuu Perda 
Jdn peraEuran pejakunaunya: 
Nfuiungvainya kooniinasii 
perencanun dan petakaanaan 
dengft] spam penegak hukum ' 
Ljuviya daiam pemelLhurHn' 
Lnmiib unuin sune penegakan \ 
Perda dan penturvn ; 
pelaluoniunr^. 

Tcnuiumya peikoran dan 
meKimiajne kerjsiHima dengun 
,'V<uQi tcrkudt daiani 
femelihuiwi ketcuiranEun dan 
ketenibfln iimuEn uena 
[vnegHkiTL Perda ikm p c : ^ L 4 W 
peliiksanuinnyii; 
bfenrngbilnyn koordinosL 
pureiKanou."- dun pe laku iun 
dengan Dutaa terba^L dalam 
penelihcraan kersitrmaan ian 
ketertjb^ umum serta 
peneg t̂kan Perda dan peraiuran 
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MmLn^dLELyu l,.:>jL;tAji bm^n 
bOTKngua ?jpi"^Mi. Fcu^aw. 
psiiLua;^!, mefoda kcf-ada Pol 
PP I jcnmaliin. 

Tei>','.ijuuij-, tiulom 
kooriinwi Kamor 
Pol dvigin 

Iflirinva dabaa 
xncowlth.ini irunlih 
-JSDJZ.: u r u 
penegakan P n d i 
dis) [KTBruron 

TcrjufiuTinyu litul ji/.iin dan | 
mckanLmie kfijLsanju dcngiin j 
r^ifijs Jn^tmi twn dalani 
pfloicIdi^'B.::! uamiib umum dan ] 
pciiq^kan dsn peraturan 1 
pflEBkuiTdannyii; j 
Midbu^lkinnp koHjrdiniH, 

peremmri^ den peE^tunaan [ 
den^n DLTAS ; Insfansi tain ] 
ikliuii ^:rjuHlLeivin tr&mEib; 
Lciuin iCia pawgakan Fcrda 
dm iicri:<:au peEakflnaanr-yL i 
Bakunm^yf l berurci vsan ; 
Dinos InsuuQt dalam 
irni^lemanuuL Perda dan 
ptsmiiiiflj: piilak-ianoflnnyn 
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1 

T t ft 

1 

^ r • -

L a m p t r a n 2 

R a n o a l M S b m t e ^ l i P o m w l n t o h K a t H j p a t s n L a m o n g a n T a h u n 2 0 0 2 - 2 0 C M 
( T a t i u n 4(e 1 2 0 0 2 u m p a l d a n o ^ n T a h u n k a 5 2 0 0 0 J 

C a i a m f i c a p a i T u h j a n / S a u r a n 
P r o g n n i 

2 0 0 2 2 0 0 3 2DCM 2 0 0 S 2 0 0 B 
9 10 1 1 12 13 14 15 

Q P a n v e l e n g f l f t r a a n d a r 
oan ingkaEan laEi l i l^s 
O t o d a 
a K e t e n l r a m a n d a n 

K e t e n i b a n 

1. P c n i n g k a l a n & u n i b a i 
D a ^ H Mf l f iusJa ( S O M ) 

d a n P ^ m t e r d a y a a n 
Pot PP 

2- S o F i a l U i P p e n j i n o n 
d f ln p e m b i n a o n p e r u -

3 P e m b i n a a n D O d a u a n a 
Ka(cj Jinia [ P K - 5 > . 

4r O p e r a s i d a n p a n e r b b a r 
l)ln p e m ^ h a a n . 

^ P e n y l d i k a n d a n p e n i n 
d a k a n b a g i p e t a n g g a r 
P a r d a . 

1 . P e n i n g k a t a n Su i c i be r 
C a y s U e n u s i a {SDM} 

d a n P f l i n P e r d B y a a n 
P o l . P P . 

2. So^ ia l i s f lb t per i j l r tan 
3. p e m b i n a a n p e i u s a r i e a n 

d a n p e d a g a n g kak i t tma 
< P K - 5 > 

a O p e r a SI d a n p e f i e r b b a n 
Pen[ r r ian 

5 O p e r a s l p e n i n d a k a n p e 
tenggaran P e r d a d a n p e 
r a t i i i a n P e t a k s a n a a n l a i n 
n y a , 

1 P e n l n g k a l a n S u m b e r 
D a y a U a n u s i a ( S D M ] 

d a n P e m b e r d a y a B n 
P o l P P . 

2. Sos la l tsaer p e h j i n a n . 
3. p e m b i n a a n p e m g a b B a n 

d a n p a d a g a n g tiaVi l i m e 

4 . O p e r a sr flan p e n e r l i b a n 
P e n i t n a n 

5 OperasJ p a n l n f l a k a n p e 
t a n g g a r a n P e r d a dan p e 
r a i u r a n P e l a k s a n a a n l a i n 
n y d . 

t . P e n i n g k f l l a n S u m b e i 
Daya Manusia ( S C M ) 

flan P e r n b e r d a y a f i n 
P o l P P . 

2 SosEal4E3sl p e r i j l n a n . 
3 p c m b i r w o n p e r u s a h a a n 

dar^ p e d a g a n g k e k i t i rna 

4 O p e r a s ! d a n p iMier t rb a n 
P e r i | l r a r i 

5 O p e r a s ! p e n J n d a k a n p a 
Lsnggaran P e r d a d a r i p e 
l a l u r a n P e t e k t a n a a r l am 
n y a . 

1 P e n l n g k a l a n S o m b e r 
D a y a M a n u s i a (SOW) 

d a n P e m b e r d e y e s n 
P o i . P P 

2. Sos laJ isas i pe r l j i nan . 
3. pi>i i>[j i iraBn p e r u s a h a a n 

flan p e f l a g a n g kat<i Mma 

4. O p e r a u d a n pener1lbar> 
P a n j m a n 

5 O p e r a s I p e n i n d a k a n p e 
( a n g g a r a n P e r d a d a n p e 
l a l u r a n P e l a k s a n a a n la in 
n y a . 

L a m o n g a r i . A ^ We i PCO^ 


